
BUPATI LAMPUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNC TIMUR NOMOR : 02 TAHUN 201 1
l'ENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG 1 IMUR,

a. bahwa dengan diu ndangkannnya Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, agar dapat berdaya guna perlu
menetapkan petunjuk pelaksanaanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Luruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pemvngutan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
lahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati IJ Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286\

4. Undang-Undang Nomor 10 T.ihun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pcmeriksaan, Pcngclolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.nor
66, Tambahan l embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



6. Undiing-Undang Noiroi 3« I ahun 2004 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Non .or 125 'Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2098 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara kepub’ik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pcrimbungitn Kc iangan Antara Pemerinlah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reoublik
Indonesia Tal lin 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1438);

X. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak
Daerah dan Retribus' Daerah (i.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ientang
Pclaksunaan Undang-Undang Nomor K Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan
I embanin Negara Republik Indonesia Nomor 3258),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinlah
Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 ientang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara RepubHk Indonesia Tahur 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah.
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10
tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19
tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewcnangan Pemerintah Daerah.



MEMUTUNKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG T1MUR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
DAERAH KABUPA TEN LAMPUNG T>MUR

TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

NOMOR : 1)2 TAIIUN 2011
PEMAKAIaN KEKAYAAN

BAB I

KEIWrHAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung rimur;
2. Pcmerintah Daerah adalah Pcmerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. lejabal yang dilunjuk adalah Pegawai yang dioeri 'ugas tcrlcnlu di bidang retribusi

Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang bcrlaku;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disiagkat SKPD adalah perangkat daerah

Kabupaten Lampung Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Bendahara Penerimaan Pcmbantu adalah setiap orang yang ditunjuk mcaympan,

inenyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Beienja Daerah

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian fasilitas bangunau milik
Pemerintah Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pcmerintah
Daerah melalui SKPD;

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakuk tn pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. 1 emungutan adalah suatu rangkaian kegiatan malai dari penghimpunan data obyek
aan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sarnpai dengan
kegiatan penagikan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

9. Penghitungan Retribusi Daerah adalah ri ician besarnya retribusi yang harus dibayar
oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga. tambahan pembayaran retribusi,
kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.

BAB II

JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Junis pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah terdin dan
a. pemakaian, pcmanfaatan. dan pengelolaan Tanah Milik dan/atau yang dkuasai oleh

pemerintah daerah;



b. pelayanan dan peniakaian gedung Sanggar Kegialan Belajar l'urboiinggo bcserta
rasilitas pendukungnya

c. peniakaian gedung Islamic Centre Sukadaua bcserta fasilitas pendukungnya;
d. pemanfaatan dan peniakaian Kendaraan Ber.notor alal-alat herat atau alat-alat

besar yang dikeiola oleh Dinas Pekerjaan l liman;

e. pemanfaatan dan/alau peniakaian konlainer inseminasi buatan yang dikeiola oleh
Dinas Peternakan;

f. nelayanan analisis laboratorium limbah vair yang dikeiola oleh Badan 'ingkungan
I lidtip Kahiipalcn I ampitiig I mini

(?) P< hivmuin p«'lii:lkiliiin h-knvnmi milil iih i mini Dnrinh I diimiHnd
pada uyal (I) dipungut ictiilmsi deiigun iiicnggmiakaii saiaiui p' imifigataii beiupu
SKRI).

BAb III

PENGADAAN, PENGESAII AN DAN BENDIS IRIBUSIAN SARAN A
PEMUNGin AN

Pasal 3

(1) Kencana kebutuhan sarana pemungutan bcrupa SKRI) disampaikan oleh SKI’D
atau pejabat yang ditunjuk yang menangani pelaksanaan retribusi Kekayaan
Daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asei Daerah.

(2) Pengadaan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asei Daerah.

(3) Penggunaan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
sah setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

(4) Pendistribusian sarana pemungutan sebaga:mana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

(1) Pendataan terhadap obyek retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk
data induk.

(2) D ita induk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bersumber dari pendaftaran
pelayanan wajib retribusi.

(a) Berdasarkan data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan
potensi penerimaan retribusi.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN RETR1BLSI

Pasal 5

(1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan sceara tertulis kepada SKPD untuk
mendapatkanjasa pelayanan pemakaian kekayaa" milik Pemerintah Daerah;

r



(2) B 'idasarknn pennohonan jasa pchiMinai scbapaimana dnnak aid pada a) at ( 1 ),

petugas penctapan melakukan perhitungan besarrya reLtbusi terutang dituangkan
dulam nota perhitungan:

(3) Nota perhitungan yang telah mendapatkan persetujuan selanjutnya diterbitkan
SKRD;

BAB VI

TA I A ( ARA PEMBAYARAN, PENYETGRAN BAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasnt 7

(I) I cnciiinaan rctribusi dipungul dcngan 'iicngpiinakai; SKRD

(2) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (I). tcrdiri dari 5 (lima) rangkap dcngan rincinn
sebagai berikut.
a. lembar ke-1 (putih), ke-2 (leuning), ke-3 (mcrah), kc-4 (hijau) dtsampaikan

kcpada Wajib Rctribusi sebagai alat untuK membayar rctribusi;

b. lembar kc-5 (biru) sebagai pertinggal untuk ala* kendali pembayaran.
(3) Jatuh tempo pembayaran rctribusi terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 (tiga

puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.

(4) Apabila jatuh tempo pembayaran, jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling
k.mbai dilakukan pada hari kerja berikutm a.

(5) Tempat pembayaran rctribusi dilakukan pada Kantor Perbendaharaan dan Kas
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

(6) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati

(7) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), maka jasa pelayanan diberikan setelah wajib retribusi
memperlihatkan SKRD yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang
terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, 3upati atau pejabat yang ditunjuk ..
dapat melakukan penulisan atau retribusi yang berutang dengan menggunakan surat
peringatan atau surat lain yang sejenis.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah
jt tuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis.
wajib retribusi hams melunusi retribusinya yang terutang.



BAB VI 11

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, (ERJNGANAN, DAN
PEMBEBASAN

Pasal 9

(1) Tata cara permohonan dan pemberian penyerahan, meimgankan dan pembebasan
ratribusi adalah sebagai berikut
a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati

atari Pejabat yang ditunjuk selambal lambatnya 3 (liga) bulan scjak
diterimunya SKRD;

It. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (liga)
bulan sejak tanggal surat permohonan yang diajukan dengan tcrlcbih dah'.ilu
mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan bak i dalam persetujuan
permohonan angsuran retribusi;

c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf 6 ayat ini dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mcnambah besarnya
retribusi lerutang;

d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf 6 ayat ini telah lewat
dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilampir
dengan pemyataan sebagai berikut;
a. Fotocopy K I P pemohon yang masih berlaku;
b. Fotocopy SKRD yang dimohon;
c. Alasan permohonan keringanan yang dibukiikan dengan keterangan pejabat

yang berwenang

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PldTANG RETRIBUSI YANG SUDAH
KADALUARSA

Pasal 10

(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi secara
‘ertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

(2) Setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, pejabat yang ditunjuk
melakukan penelitian/pengkajian tanda objek retribusi yang dimohonkau sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

(3) Basil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan objek retribusi ditu.angkan
dalam berita acara dan merupakan dasar hag. Bupati atau pejabat yang ditunjuk
untuk memutuskan apakah pe.nu honar ditolak atau diterima.

(4) Xpabila permohonan ditolak, maka dilakukar. penagihan retribusi sesuai dengan
ketentuan yang beilaku dan apabila diterima selanjutnya diterbitkan keputusan
penghapusan retribusi.



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pusnl 1 1

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknispelaksr.naannya akan diatur lebih lanjut oleh kcpala unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

leraturan Bupati mi mulm berlaKU pada tanggal diundangkan, agar setiap orangmengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denuanpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupatea Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal (3 Oftrbef 201 1

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN
Diundangkan di Sukadana
pada tanggal (Ji O’tHxJber 2011

SEKRETAR1S DAERAH

I WAYAN SUTARJA

BERI i A DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 291 1 NOMOR : 2 (-


